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Abstrak-Rendahnya reputasi dan kurang 
keseriusan dalam implementasi prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance (GCG), menjadikan Indonesia 
harus memiliki suatu persiapan dan kajian untuk 
menghadapi dan menyikapi persaingan ekonomi yang 
ketat. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis masing-
masing indikator dari prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG), yaitu Transparency, Accountability, 
Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan proses 
wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dilakukan 
pada perusahaan bidang cargo di Surabaya, dengan 
teknik penerapan narasumber purposive sample. Sumber 
data yang dipakai penulis dalam bentuk kata-kata dan 
tindakan serta sumber tertulis. Proses pengumpulan data 
dengan memakai metode wawancara dan dokumentasi 
dengan jenis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan 
menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). 
Hasil penelitian menunjukan perusahaan telah 
menerapkan prinsip -prinsip Good Corporate Governance 
(GCG), terlebih khusus pada prinsip–prinsip 
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, 
dan Fairness (TARIF). Berdasarkan pada hasil total nilai 
komposit Analytic Hierarchy Process (AHP) menunjukan 
bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip – prinsip 
Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat 
sangat baik. 
 
Kata kunci - Accountability, Fairness, Independency, 
Responsibility, dan Transparency. 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Krisis pada tahun 1997 di Indonesia dan disertai 
dengan buruknya implementasi tata kelolah pemerintahan dan 
setiap perusahaan saat itu, menjadikan perekonomian 
Indonesia terpuruk. Maka kesadaran terhadap tata kelolah 
yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah, dan 
perusahaan swasta harus dimulai dan diimplementasikan. Tata 
kelolah perusahaan yang baik atau Good Corporate 
Governance (GCG) terlebih khusus prinsip–prinsipnya yaitu 
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency 
dan Fairness (TARIF) menjadi suatu issue yang mengemukan 
untuk diperbincangkan, dan merupakan sebagai alat atau 
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. 
 Implementasi prinsip–prinsip Good Corporate 
Governance memberikan implikasi positif bagi setiap 
perusahaan dan pemerintah. Kinerja hingga prestasi yang 
mengagumkan dan membanggakan dapat diraih atau dicapai 
baik secara Nasional dan hingga pada taraf Internasional. 
Terdapat beberapa lembaga–lembaga tertentu yang bersifat 
tidak terikat dan tidak memaksa (ethical driven) untuk 
memberikan penilaian, peringkat, penghargaan dan melakukan 
penelitian kepada setiap perusahaan atau setiap negara yang 
telah mengimplementasikan prinsip -prinsip Good Corporate 
Governance atau karena implikasi dari implementasi prinsip-
prinsip Good Corporate Governance. Lembaga–lembaga 
tersebut antara lain adalah Fortune 500, Corporate 
Governance Conference and Awad (IICD), Asian 
Development Bank, Asian Corporate Governance Association 
(ACGA), dan Asean Corporate Governance Score Card. 
Kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan 
implementasi prinsip – prinsip Good Corporate Governance 
di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. 
Pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi 
yang berkaitan dengan implementasi prinsip–prinsip Good 
Corporate Governance adalah solusi yang bersifat mengikat 
dan memaksa (regulatory driven) bagi setiap perusahaan 
berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik 
perusahaaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Peraturan 
atau regulasi tersebut, antara lain adalah Undang-Undang 
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-
Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan 
Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 
Hingga saat ini penilaian penerapan prinsip-prisip 
Good Corporate Governance di Indonesia masih memiliki 
berbagai kekurangan sehingga membutuhkan waktu dan 
komitmen yang lebih serius, agar pencapaian dan implemetasi 
dapat dirasakan secara merata serta memberikan implikasi 
yang positif. Penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
 
Tabel 1.1. Nilai Penerapan Corporate Governance (CG) 
Indonesia Tahun 2012-2013. 
No. Negara % (Rata-Rata) 
1 Thailand 67,7% 
2 Malaysia 62,3% 
3 Viet Nam 61,9% 
4 Singapore 56,1% 
5 Philippines 48,9% 
6 Indonesia 43,4% 
Sumber : Asian Development Bank (2013) 
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Tidak adanya perhatian yang serius dan maksimal 
terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance, mengakibatkan Indonesia menjadi negara 
tertinggal dibandingkan antar sesama negara ASEAN tersebut. 
Hal ini perlu menjadi suatu perhatian serius bagi setiap 
perusahaan dan negara dalam menanggapi dan menyikapi 
persaingan ekonomi yang ketat.  
Khususnya tahun 2015 merupakan tahun Indonesia 
berperan dan ikut serta dalam kerjasama Internasional. ASEAN 
Economic Community (AEC) adalah bentuk integrasi ekonomi 
kawasan ASEAN, sehingga Indonesia perlu melakukan kajian 
dan persiapan yang matang bagi negara dan setiap perusahaan 
untuk dapat menghadapi dan menyikapi pelaksanaan ASEAN 
Economic Community. 
Perusahaan yang menjadi subjek penelelitian ini 
merupakan perusahaan berbadan hukum yang terikat dengan 
berbagai bentuk regulasi dalam menjalankan bisnisya di 
Indonesia. Perusahaan ini sudah enam tahun berdiri hingga 
tahun 2014 merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
jasa ekspesdisi general cargo, melalui jalur perairan lingkup 
domestik dengan memiliki total tenaga kerja sebanyak 60 
orang. Dengan predikat perusahaan berbadan hukum dengan 
masa berdiri hingga pada tahun 2014 selama enam tahun, 
menjadi suatu hal yang menarik untuk dapat mengetahui 
implementasi terhadap prinsip–prinsip Good Corporate 
Governance pada perusahaan tersebut. 
Pemecahan permasalahan implementasi prinsip-
prinsip Good Corporate Governance dilakukan dengan 
melakukan penlitian secara langsung terhadap perusahaan ini. 
Penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan metode 
tertentu dengan memakai beberapa indikator dari masing–
masing prinsip Good Corporate Governance yaitu 
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency 
dan Fairness (TARIF). Dengan begitu penulis dapat 
mengetahui hasil implementasi prinsip–prinsip Good 
Corporate Governance pada salah satu perusahaan Cargo di 
Surabaya. Menganalisis implementasi pada masing–masing 
prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparency, 
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness 
(TARIF) merupakan tujuan dari penelitian yang akan 
dilakukan. 
Good Corporate Governance dapat perusahaan 
lahir oleh karena adanya bebrapa teori yang merupakan bagian 
dari permasalahan suatu organisasi atau perusahaan. 
Permaslahan atau implementasi teori–teori tersebut 
menghasilkan lahirnya Good Corporate Governance sebagai 
solusi. Teori yang menjadi kerangka atau kajian teoritis dari 
Good Corporate Governance adalah: 
(1) Ketergantngan Sumber Daya (Resource Dependence 
theory). 
Dasar dari teori ini adalah pernyataan Acaravci (2007), 
yang menyatakan bahwa kekuasaan (power) A atas B berasal 
dari kontrol atas sumber daya yang dibutuhkan B, ketika 
sumber daya tersebut tidak ditemukan di tempat lain. Sehingga 
pengelola perusahaan memiliki motivasi untuk menjamin 
kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan otonomi 
perusahaan yang mereka kelola. (Wicaksana, 2010) 
Ketergantungan sumber daya tersebut dengan kata lain 
adalah adanya suatu keterbatasan bagi suatu organisasi atau 
perusahaan untuk menjalankan siklus organisasi atau 
perusahaan dengan berbagai modal yang dimilikinya baik 
yang bersifat materil dan non-materil. Sehingga 
mengakibatkan organisasi atau perusahaan melakukan suatu 
bentuk menutupi kekurangan dan keterbatasan tersebut, seperti 
dilakukannya kerjasama, merger, konsolidasi, joint venture, 
franchise/waralaba, dan akuisisi. 
(2) Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) 
Stakeholder Theory adalah seluruh pihak yang 
berkempentingan dan berhubungan dengan perusahaan adanya 
pengolongan tertentu (primary: para pemegang saham, 
investor, karyawan, dan manajer, supplier, rekanan bisnis, dan 
masyarakat dan secondary: pemerintah, institusi bisnis, 
kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing) 
serta memiliki keterikatan bersifat saling mempengaruhi 
antara Stakeholder dengan perusahaan maupun sebaliknya. 
(3) Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) 
Transaction Cost Theory adalah adanya perpaduan 
antara ilmu hukum, ekonomi, dan organisasi yang disertai 
dengan faktor internal seperti kesalahan eksekusi atau semua 
bentuk pengorbanan (mikro) dan faktor eksternal yang tidak 
dapat dikontrol (makro) untuk mengeksekusi strategi atau 
perencanaan sehingga mengakibatkan munculnya konsekuensi 
tertentu. 
(4) Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori agensi agent harus bertindak secara rasional 
untuk kepentingan principal-nya. Agen harus menggunakan 
keahlian, kebijaksanaan itikad baik, dan tingkah laku yang 
wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktik 
timbul masalah (Agency Problem), karena ada kesenjangan 
kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik 
perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai 
agen. (Surya & Yustiavandana, 2008) 
 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 
Tata kelolah perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance) merupakan struktur yang disusun oleh 
stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk 
tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tersebut dan 
mengawasi kinerja. Good Corporate Governance pada 
dasarnya merupakan suatu sistem (Input, proses, output) dan 
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 
berbagai pihak yang berkempentingan (stakeholders) terutama 
dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 
komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan 
perusahaan. Good Corporate Governance dimasukkan untuk 
mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya 
kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan 
untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi 
dapat diperbaiki dengan segera. (Zarkasyi, 2008) 
Setiap perusahaan memiliki unsur dalam menjalankan 
yang dikenal dengan organ perusahaan, yaitu Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, 
dan Pemegang Saham (Shareholders). (Komite Nasional 
Kebijakan Governance, 2006) 
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 Korelasi Good Corporate Governance Dengan Kepentingan 
Stakeholder Perusahaan 
Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, 
benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat 
diarahkan dan dikotrol sedemikian rupa, sehingga tidak 
menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. 
Aspek hukum yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) 
merupakan ketentuan yuridiksi yang menata hubungan hukum 
secara perdata, yang dituangkan dalam Anggaran Dasar suatu 
perseroan. (Surya & Yustiavandana, 2008) 
 Korelasi Kepentingan Manajemen dan Karyawan Dengan 
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 
Kaitan dengan prinsip fairness adalah untuk mencapai 
suatu kinerja yang optimal, para anggota manajemen dan 
karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan 
wajar, sesuai dengan kedudukan masing-masing. 
Transparency atas dasar adanya kepentingan masing-masing 
pihak manajemen dan karyawan maka pada dasarnya, mereka 
berhak untuk mengetahui kondisi, rill, suatu perusahaan, 
apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak. Optimilisasi 
kinerja manajemen dan karyawan melalui prinsip 
accountability, untuk menciptakan manajemen yang efektif 
dan efisien (sistem pengendalian yang adil tanpa ada 
kepentingan tertentu yang bisa mengintervensi kebijakan 
perusahaan). (Surya & Yustiavandana, 2008) 
 Korelasi Kepentingan Publik Dengan Prinsip-Prinsip Good 
Corporate Governance 
Prinsip transparency yang terkait dengan pemberian 
informasi material yang harus segera dilaporkan kepada 
masyarakat. Masyarakat merupakan penyetor atau sumber 
modal (shareholder) bagi perusahaan go public, sehingga 
pengelolahan sumber dana dan informasi kondisi perusahaan 
merupakan salah satu hak para penanam modal (shareholder). 
Prinsip responsibility terkait dengan masyarakat sebagai 
konsumen, yang mana kepentingan utamanya adalah 
mendapatkan produk barang dan jasa yang baik dengan harga 
yang pantas, sesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku. 
(Surya & Yustiavandana, 2008) 
 Kepentingan Perusahaan dan Korelasinya Dengan 
Penarapan Prinsip Good Corporate Governance 
Peranan implementasi prinsip Good Corporate 
Governance adalah untuk memberikan mekanisme dan 
pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para 
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-
masing, Melalui prinsip Good Corporate Governance 
kepentingan yang saling bertentangan itu dicoba 
dikeseimbangkan. Apabila anggota stakeholders terpenuhi 
kepentingan secara maksimum tanpa harus merugikan 
kepentingan stakeholders lainnya, maka titik ekuilibrium 
tercapai dan pada saat itu, kepentingan perusahaan akan 
terumuskan dengan utuh. (Surya & Yustiavandana, 2008) 
 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
Menurut Indonesian’s code of Good Corporate 
Governance (2006), Terdapat lima prinsip dalam Good 
Corporate Governance, yaitu: 
Transparency: Untuk menjaga obyektivitas dalam 
menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi 
yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami 
oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 
diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, tetapi juga 
informasi lain yang dianggap perlu oleh pemegang saham, 
kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk 
keputusan. 
Accountability: Perusahaan harus dapat 
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 
wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara 
benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan 
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya. Accountability merupakan 
prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. 
Responsibility: Perusahaan harus mematuhi undang-
undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya 
kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga 
keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui 
sebagai warga korporasi yang baik. 
Independency: Untuk mempercepat pelaksanaan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance, perusahaan 
harus dikelola secara independen dengan keseimbangan yang 
tepat dari kekuasaan, sedemikian rupa bahwa organ tidak ada 
perusahaan tunggal saling mendominasi dan tidak dapat 
diintervensi oleh pihak lain harus ada. 
Fairness: Dalam melaksanakan kegiatannya, 
perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 
berdasarkan prinsip fairness. 
 Nisbah Antar Konsep 
Good Corporate Governance akan menjadi suatu alat 
atau sistem yang mengatur dan mengarahkan setiap organ-
organ perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaan sesuai 
dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku didalam 
(anggaran dasar dan peraturan perusahaan) maupun diluar 
perusahaan (pemerintah) serta hubungan antar perusahaan 
dengan stakeholder atau shareholder  melalui prinsip-prinsip 
Transparancy, Responsbility, Accountability, Fairness, 
Independency (TARIF). Prinsip - prinsip tersebut harus 
berjalan secara bersama agar mendapatkan hasil atau implikasi 
yang positif. 
 
 
Gambar 1.2 Kerangka Kerja Penelitian. 
Sumber : Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 
diolah Oleh Penulis. 
AGORA Vol. 2, No. 2, (2014)  
 
II. METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah 
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang 
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah. (Moleong, 2014) 
Penulis menetapkan subjek penelitian pada peru, serta 
objek penelitian tertuju kepada konsep Good Corporate 
Governance (GCG) yang memiliki beberapa prinsip-prinsip, 
yaitu Transparancy, Responsbility, Accountability, Fairness, 
Independency (TARIF). Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan purposive sample, terhadap tiga narasumber. 
Menurut Rakhmat, (2013), dalam proses pengumpulan 
data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu; (1) 
Wawancara dan (2) Dokumentasi. Penulis menmakai konsep 
teknik analisis data menurut Siddel (1998), dalam Moleong 
(2014) yang disebut dengan analisis data kualitatif dan 
Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diperkenalkan oleh 
Thomas L. Saat pada periode tahun 1970-an. Uji keabsahan 
data dengan teknik triangulasi sumber dengan alat yang 
berbeda. 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Menyeluruh Dengan Metode Kualitatif 
 Transparency 
Dalam analisa prinsip transparency penulis menetapkan aspek 
atau indikator, yaitu (1) Penyampaian informasi dan kebijakan 
harus jelas, (2) Penyampaian informasi dan kebijakan harus 
akurat, (3) Penyampaian informasi dan kebijakan harus tepat 
waktu, dan (4) Penyampaian informasi dan kebijakan harus 
kemudahan akses. 
Perusahaan telah memenuhi dan melakukan prinsip 
transparency sepenuhnya. Penyampaian informasi dan 
kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan 
dengan mengungkapkan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 
perusahaan dalam tahun ini, kondisi keuangan, susunan dan 
kompensasi pengurus, sistem manajemen risiko, kondisi 
perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini ada satu hal 
yang tidak dapat disampaikan oleh pihak manager perusahaan 
dan para karyawan atau pekerja, yaitu mengenai pemegang 
saham. Hal ini disebabkan karena didalam perusahaan tidak 
terdapat sistem kepemilikan saham. Hal tersebut didukung 
oleh perusahaan yang hingga sampai saat ini belum memiliki 
status terbuka (Tbk) atau go public. Pada sistem manajemen 
risiko perusahaan menerapkan perbedaan cara atau strategi 
dari masing-masing divisinya untuk mengatasi potensi resiko-
resiko tertentu dalam kerja. Dengan adanya rapat terprogram 
dan bersifat rutin sekali sebulan, dan setahun membantu 
koordinasi secara baik serta kompak dan tentunya terdapat 
rapat khusus (darurat) sesuai kebutuhan perusahaan. 
Kebijakan yang berlaku pada bidang masing-masing divisi dan 
informasi yang dapat dipakai sesuai dengan tugas dan kerja 
masing-masing organ perusahaan tersebut, sehingga tidak ada 
kekliruan dalam pelaksanaan kerja pada masing–masing organ 
perusahaan. 
Transparasi yang dilakukan perusahaan selain terhadap 
organ perusahaan juga dilakukan terhada para konsumen dan 
pemerintah. Perusahaan menerapkan transparansi terhadap 
konsumen dengan memberikan penawaran harga, keadaan 
container, daya tampun container, jadwal keberangkatan atau 
pengiriman barang, lokasi tujuan pengiriman, nama kapal 
yang mengangkut dengan prinsip yang sesuai dan adil kepada 
konsumen. Kepada pemerintah perusahaan telah melakukan 
transparansi dengan memberikan informasi keadaan 
perusahaan secara jujur dan terbuka sesuai dengan peraturan 
pemerintahan atau Undang-Undang, seperti pelaporan 
keuangan yang sesuai yang akan mempengaruhi pembayaran 
pajak dan informasi perusahaan yang didaftarkan di database 
milik pemerintah 
Salah satu budaya perusahaan dengan adanya aspek 
disiplin terhadap waktu, menjadikan implementasi indikator 
tepat waktu telah terpenuhi. Dalam industri ekspedisi salah 
satu faktor penetu keberhasilan utama adalah ketepatan waktu 
pengiriman produk kepada pelanggan dan proses bisnis 
perusahaan. Dalam menjalankannya perusahaan tidak 
memiliki catatan yang menunjukan adanya kegagalan dalam 
aspek ini, dengan tercermin dari tidak terdapat biaya utang, 
denda atau biaya tanggung jawab kegagalan bisnis pada 
perusahaan. 
Indikator ketepatan penyampaian informasi dan 
kebijakan telah terimplementasi. Hal tersebut tercermin dari 
bagaimana para organ perusahaan bekerja atau menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan kerja yang 
memiliki kejelasan maka informasi dan kebijakan yang 
dijalankan akan otomatis menjadi akurat. Kekuratan tersebut 
dapat terlihat dari hasil dan proses kerja karyawan atau pekerja 
yang selesai sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang 
ada, serta tidak terdapat kebingungan dalam melaksanakan 
tugas pekerjaannya. Kemudahan akses dalam prisip 
transparansi ini dicerminkan dengan terdapat beberapa media 
komunikasi dengan para manager, karyawan dan pekerja yaitu 
telpon gengam beserta no telpon, email perusahaan, fax 
perusahaan, webside (www.sea-linkcargo.com), papan 
pengumuman dalam ruang pegawai, dan memo kerja. 
Accoutability 
Berikut merupakan indikator dari prinsip 
akuntabiltas, yaitu (1) Kejelasan sistem pengendalian internal 
dan pengukuran kinerja, (2) Akurat menyangkut basis kerja, 
(3) Kepatuhan terhadap SOP dan peraturan perusahaan. 
Dalam indikator pertama perusahaan telah 
mengimplementasi melalui adanya kontribusi terhadap 
masing–masing organ perusahaan melalui metode reward and 
punishment, pengukuran kinerja, adanya sistem penghargaan 
terhadap produktifitas dan adanya program dan pelaksanaan 
rapat bulanan dan tahunan sebagai salah satu media evaluasi 
bagi setiap organ–organ perusahaan dan kinerja perusahaan 
seutuhnya termasuk dengan adanya rapat darurat jika 
dibutuhkan. Indikator ini memiiki keterkaitan dengan 
indikator jelas dan akurat pada prinsip transparan, yaitu 
diwujutkan dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab tidak mengalami masalah atau kebingungan dalam 
melaksanakannya sehingga dapat terselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu. 
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 Accountability 
Pada indikator ke-dua ini perusahaan 
mengimplementasikannya dengan baik. Dalam keakuratan 
menyangkut basis kerja dieujutkan dengan 
terimplementasikannya penempatan posisi, tugas tanggung 
jawab, dan struktur masing–masing organ perusahaan sesuai 
dengan latar belakang yang berkisar pada kemampuan, 
pengalaman dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaan tugas 
kerja didapati tumpang tindih jabatan dan pengalihan tugas 
tanggung jawab kerja. 
Implementasi indikator ke-tiga dilakukan oleh 
perusahaan dengan sikap yang disiplin dan professional dalam 
melaksanakan tugas menjadikan pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat waktu bagi setiap organ perusahaannya, 
yang merupakan bagian dari budaya perusahaan yaitu disiplin. 
Hasil tersebut didapati dengan angka nol terhadap kecalakaan 
kerja dilapangan dan pelaksanaan SOP yang sempurna seingga 
proses loading container dari perusahaan hingga ke pelangga 
sesuai rencana dan target pencapaian.  
 Responsibility 
Berikut merupakan indikator dari prinsip tanggung 
jawab, yaitu (1) Kepatuhan terhadap Hukum, (2) adanya 
program atau pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
(CSR) atau kepedulian lingkungan. 
Indikator pertama diwujutkan dengan melakasanakan 
dan mengikuti peraturan yang berlaku yang disusun oleh 
pemerintah. Pembayaran gaji sesuai Upah Minimum 
Kabupaten/Kota Surabaya sebesar dua juta dua ratus ribu 
rupiah, pembayaran dan pemberlakukan jam lembur, 
kepatuhan pembayaran pajak (tidak ada denda pajak), 
perlindungan konsumen yang telah dijelaskan pada prinsip 
transparansi, Tunjangan Hari Raya (THR), santunan ketika 
mengalami kecelakaan kerja, adanya jamsostek dengan empat 
jenis yaitu kematian, hari tua, kecelakaan kerja, dan kesehatan, 
berikutnya dana pensiun. Fasilitas lainnya berupa Tempat 
untuk ibadah untuk karyawan yang beragama Islam begitu 
juga, jam ibadah juga disediakan oleh perusahaan, serta jam 
istirahat dan terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti WC, air 
minum karyawan, serta alat-alat perkantoran. 
Dalam aspek Corporate Social Responsibility, 
perusahaan telah melakukan suatu bentuk kepedulian sosial 
terhadap anak-anak yatim piatu pada tahun 2013 dan hanya 
dilakukan sekali hingga saat ini. Bentuk social tersebut 
diwujudkan dengan pemberian sumbangan, acara 
kebersamaan dengan yayasan dan anak-anak yatim piatu. 
 Indenpedency 
Dalam aspek ini satu kata kunci yaitu mengenai 
kedewasaan atau intervesi, sehingga indikator yang dihasilkan 
adalah Tidak ada Intervensi dari pihak tertentu. 
Dengan memiliki lebih dari 10 mitra kerja dan sumber 
daya operasional yang terbatas, memungkinkan perusahaan 
akan mengalami ketergantungan dan intervensi dari para mitra 
kerja. Dalam prakteknya terlihat perusahaan murni independen 
dengan tidak terdapat intervensi dalam pelaksanaan kerja dan 
pengambilan keputusan dari para pihak mitra kerja. 
 Fairness 
Berikut indikator dari prinsip fairness, yaitu (1) 
fairness bagi para pemangku kepentingan, (2) keragaman 
Sumber Daya Manusia (SDM); suku, agama, ras, gender, dan 
golongan, (3) kontribusi perusahaan terhadap SDM, 
Perusahaan mempraktekan dengan adanya suatu 
lingkungan kerja yang kondusif, tentram, terdapat fasilitas 
kerja yang sama, hak bebas berekspresi (menyuarakan), 
dengan menjunjung tinggi profesionalitas, adanya sistem 
penilaian kinerja, rekrutmen karyawan, dan jenjang karir. 
 
Gambar 3.1. Jenjang Karir Pada Perusahaan 
Sumber: Data Perusahaan. Diolah Penulis. 
 
Sepintas bila melihat pada sistem jenjang karir yang 
diterapkan pada perusahaan mengingatkan penulis pada teori 
kebutuhan manusian menurut Abraham Maslow. Menurut 
Hermawan (2009), pemikiran Abraham Maslow telah banyak 
memberikan kontribusi pada berbagai bidang kehidupan 
seperti manajemen bisnis, humanisme dan pembelajaran dan 
seluruh yang berkaitan dengan manusia. 
Berikutnya adalah mengenai keragaman SDM 
perusahaan. Jumlah tenaga kerja saat ini adalah total 60 orang. 
Pekerja dan karyawan Dari komposisi ini dapat penulis 
simpulkan bahwa perusahaan memiliki keragaman karyawan 
yang cukup baik. 
 
Kristen
20%
Katolik
5%
Budha
3%
Hindu
2%
Muslim
70%
KERAGAMAN AGAMA
Kristen
Katolik
Budha
Hindu
Muslim
 
Gambar 3.2. Presentase Keragaman Agama. 
Sumber: Data perusahaan. Diolah Penulis. 
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Gambar 3.3. Presentase Keragaman Jenis Kelamin. 
Sumber: Data Perusahaan. Diolah Penulis. 
 
 
Gambar 3.4. Presentase Keragaman Jenis Kelamin. 
Sumber: Data Perusahaan. Diolah Penulis. 
 
 Analisis Menyeluruh Dengan Metode Analytic Hierarchy 
Process (AHP) 
Tabel 3.5. Penilaian Implementasi Good Corporate 
Governance Perusahaan 
Aspek yang dinilai 
Bobot 
(a) 
Rate 
(b) 
Nilai 
(a * b) 
Transparency 38,3% 
Penyampaian informasi 
dan kebijakan harus 
jelas 
13,63% 1 0.1363 
Penyampaian informasi 
dan kebijakan harus 
akurat 
10,32% 1 0.1032 
Penyampaian informasi 
dan kebijakan harus 
tepat waktu 
6,23% 1 0.0623 
kemudahan akses 
informasi dan 
kebijakan 
8,12% 1 0.0812 
Accountability 12,4% 
Kejelasan sistem 
pengendalian internal 
dan pengukuran kinerja 
6,79% 1 0,0679 
Akurat menyangkut 
basis kerja 
4,13% 3 0,1239 
Kepatuhan terhadap 
SOP dan peraturan 
perusahaan 
1,48% 1 0,0148 
 
 
Responsibility 25,3 % 
Kepatuhan terhadap 
Hukum. 
 
14,94% 1 0,1494 
adanya program atau 
pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility 
(CSR) atau kepedulian 
lingkungan 
10,36% 2 0,1036 
Independency 15,6% 
Tidak ada Intervensi dari 
pihak tertentu 
15,6% 1 0,156 
Fairness 10,4% 
fairness bagi para 
pemangku kepentingan. 
4,84% 1 0,0484 
keragaman Sumber Daya 
Manusia (SDM); suku, 
agama, ras, gender, dan 
golongan. 
3,01% 1 0,0291 
kontribusi perusahaan 
terhadap SDM. 
2,55% 1 0,0255 
Nilai Komposit 100%  1,1016 
Sumber: AHP. Diolah Penulis. 
 
Tabel 3.5. Skala Komposit Penerapan Prinsip-Prinsip GCG 
Nilai Komposit Predikat Komposit 
Nilai Komposit < 1.5 Sangat baik 
1.5 < Nilai Komposit 2.5 Baik 
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik 
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik 
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5 Tidak Baik 
Sumber: Diolah Penulis. 
 
Hasil keseluruhan atas perhitungan masing-masing 
prinsip GCG terhadap implementasinya pada perusahaan 
dapat dinilai dengan total nilai komposit yang diperoleh 
adalah 1,1016, yang artinya bahwa implementasi prinsip–
prinsip GCG pada perusahaan adalah sangat baik sesuai 
dengan penggolongan pada predikat komposit di atas. 
 Uji Triangulasi 
 Dalam pengujian hasil wawancara dari tiga 
narasumber dan hasil pengamatan atau observasi maka 
didapati hasil keseluruhan dalam uji triangulasi adalah valid 
terhadap masing–masing prinsip GCG, yaitu Transparancy, 
Responsbility, Accountability, Fairness, Independency 
(TARIF).  
 Implikasi Manajerial 
Perusahaan memiliki tujuan sebagai lembaga 
berorientasi pada profit, sehingga disadari perlu adanya 
pengelolahan perusahaan manajemen harus berjalan efisien. 
Menurut Kaihatu, (2008) Diperlukan instrumen baru, Good 
Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa 
manajemen berjalan dengan baik. Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) pada perusahaan diwujudkan dengan 
berbagai cara. Adanya penyusunan strategi, cara menjalankan 
bisnis, budaya, dan lainnya. Dalam penelitian ini perusahaan 
telah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG), namun harus lebih dikembangkan dan 
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diprogramkan. Menurut Nurhayati dan Medyawati (2012), 
bahwa GCG akan memepengaruhi nilai perusahaan serta 
menurut Retno dan Priantinah (2013), peningkatan GCG akan 
mendorong peningkatan pada nilai perusahaan begitu pula 
sebaliknya, penurunan dalam GCG akan mendorong 
penurunan pada Nilai Perusahaan. Berarti ukuran Perusahaan 
memiliki korelasi signifikan terhadap GCG. Hasil penilaian 
terhadap pelaksanaan GCG perusahaan adalah sangat baik, 
Sehingga dengan demikian akan memberikan kontribusi 
terhadap menigkatnya nilai perusahaan.  
 
IV. KESIMPULAN/RINGKASAN 
 
Penulis dapat simpulkan bahwa dalam implementasi 
terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
sudah dinilai sangat baik berdasar pada analisis dengan 
metode AHP dan telah terimplementasi secara keseluruhan 
dalam analisis kualitatif. Dalam Analytic Hierarchy Process 
terdapat dua penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance yaitu accountability dan responsibility yang tidak 
seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan indicator yang 
diolah oleh penulis atau tidak mendapat nilai sempurna, 
dengan begitu memengaruhi total nilai komposit yang 
diperoleh adalah 1,1016. Hal tersebut dimengerti karena masih 
adanya pelaksanaan rangkap jabatan atau rangkap tanggung 
jawab yang dilakukan setiap organ perusahaan. 
Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan 
membutuhkan waktu selama enam tahun hingga tahun 2014 
untuk dapat menerapkan dan membangunnya. Penerapan 
Good Corporate Governance perusahaan sangat memiliki 
keterkaitan degan segala aspek yang berada didalam 
perusahaan tersebut, mulai dari aspek budaya perusahaan, cara 
menjalankan perusahaan, hingga kepada strategi. 
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